
TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 TAHUN 20U7 

I 
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENEJRBITAN DAN 

I 

PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINANi 

DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN · · 

PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 

Menimbang: 

Mengingat: 

bahwa dengan adanya penambahan jenis-jenis 1perizin1 dan 

non perizinan yang dilayani oleh Dinas Penanaman +od4 clan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon, perlu 

. . · I I 
menetapkan Peraturan Walikota Tomohon tentang Perubahan 

Atas Peraturan W alikota.:. No~i>i; 
Pelimpahan Kewenangan : Penerbitan dan Penandatanganan , i 

Perizinan dan Non· Perizinan D~· Rangka PenyelJnggkaan ·, · 
; I 

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2003! teltang 
Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota 
Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembarah N gara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, 'tambbJian . . I 
Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor ;4273); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Rep~blik [ndohesia 

. : )' I 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Len;iQarah Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); I 

I 
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun ~008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran N~garaJ.Rep6blikf 
' l 

WALIKOTA TOMOHON 

PROVINSISULAWESIUTARA 

PERATURAN WALIKOTA TOMOHON 

NOMOR 5 TAHUN2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA )'. 

WALIKOTA TOMOHON, 

Pelayanan Perizinan Terpadu $atu Pintu. 

I I 

'. 3 Tahun tentang 



I 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tam.bah~ lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); I 

I I 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik IndonesialTah~n 2609 
I I 

Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik 
' 

Indonesia Nomor 5038); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

I I 
Pemerintahan Daerah (Lembaran NegU f~purlik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik IndonesiaNomor 5587) seba~l:limkia tblah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Un~anlundang 

'• I I Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan' · kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 I tenbg 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Jmbtan 
Negara Repubik Indonesia Tahun 2015, Noib.or 58, 

T~bahan Lembaran Negara. 'Republik lndone~tli. Nomor 

' . 
I< 

6. Peraturan Pemerintah · Nomor 65 Tahun 2005 · tentang 
Pedoman Penyusun'.an:' Standar Pelay~an· . ~imal : 

(Lembaran Negara Rep~blik Indonesia Tahun 2005 NJmor 
: I I 

150, Tambahan Lembaran negara Repub,lik Indonesia 

Nomor 4585); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repbblik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 1emJaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang PenanJma: 
Modal; 

f"r,, 
'.;._!....-' 

5679) ; 

j 1 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 1Taliun 006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Te adu 

' . 
I 

Satu Pintu; 
I ":!. . • 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun ~008 
tentang Pedoman Organisasi dan Tat~ KJrja I Unit 
Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; I . =' I 

11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum 
dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perdagahgd~ M ) nteri .{I 

jr< :. 
, ' 



Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan 
I I 

Penanaman Modal, Nomor 69 Tahun 2009; N1omo1 M.~H- 
08. AH.01.01.2009; Nomor 60/M-DAG/PE,/ 12fi 20109; 

Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepa~. Pelay1an. 
Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai U~ahal 

. I 
12. Peraturan Daerah Kata Tomohon Nomor 6 rfahun 2016 

. I I 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

i I 
Kota Tomohon (Lembaran Daerah Kata Tomohon Tahun 

2016 Nomor 38); 
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal . I I 

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Permohonan Perizinan dan :Non P~rlzinan' PeJanJnan 

' '·' i } ' 

TENT G 
. 1 I 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 3 . I I 
TAHUN 201 7 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN I I 
PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN 
NON PERIZINAN DAL.AM RANGKA PENYELENob~ 

I 
I 

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peratu~ \ Walf<ota 
Tomohon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pelimpahan 
Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan .P¢~ dan 
N . . l. I on Perizinan Dalam rangka Penyele~1.ggara~ lelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kata Tombhon 
Nomor 56 Tahun 2017) diubah sehingga menjadi se'bagai 

berikut: lJ 
1. Ke~entuan Lampiran Jenis Perizinan ditamb 10 . . 

( sepuluh) angka sehingga menjadi sebagai berilrut : 

I 
. . I 

23. Surat Izin Operasional Klinik. I 
24. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien. I . 
25. Surat Izin Operasional Rumah Sald.t Keias D Pratama, j 

Modal. 

.MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TOMOHON 

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU. 

Pasal 1 

.,.I'"' j :• 
~ t . ' ' 

.: . ··· 21. Surat Izin Kerja Perawat Dbkter Gigi 
. ' 

·. ·' 22. Surat Izin Kerja Radiografer; 

• ! . 
tJ ~' i 



26. Surat Izin Apotik. 

27. Surat Izin Pedagang Eceran Obat. 1·' 
28. Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisi[. 
29. Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional.! 
30. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional ($PPT)/ Surat 

I 

I 

2. K~tentuan Lampiran Non Perizinan ~tamb0f~ 2 ( ua} 
angka sehingga menjadi sebagai berikut: ;: 1 

:· I . ;~ 

11. Ijin Lingkungan. 

I 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tangggal 

diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

d alik .. d I I I pengun angan Peraturan W ota mi engan penetap ya 

dalam Berita Daerah Kota Tomohon. ' 

Ditetapkan di Tomohon 

d tan al :, I 
pa a gg 20 JANUARI2011 

WALU<. 1\. T<)Moj{oNJ 
I ' 

J ·~ '! 

Izin Pengobatan Tradisional. 

12. Kartu Pencari Kerja. 

Pasal 2 

"]" I •, 
' . 

I '• ,..-J 
FEIDIEEMAN 

Diundangkan di Tomohon 
pada tanggal 20 Januari 2017 
SEKRETARIS DAERAH KOTA 
TOMOHON, / 

PARA»' KOO~IN~I 
I ;"1 I··, 

WAKIL WALIKOTA TOMOHON . . I 
. ' I 

SEKRETARIS DAERAH 

. ASISTEN PEREKONOMIAN I 
INSPEKTUR KOTA I ~ \. 

HAROLD v. LOLOWANG 

... · I 


